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Abstraksi 
Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia, 
termasuk mereka yang hidup sebagai dan di dalam anggota masyarakat 
hukum adat, mengandung arti bahwa negara wajib menjamin, melindungi 
dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, budaya sebagaimana juga 
dinyatakan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alenia IV dimana 
kewajiban negara ini adalah merupakan hak warga negara. 
Menjawab persoalaan di atas maka Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI 
Tahun 1945 yang secara eksplisit mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Terkait 
dengan itu, penelitian ini hendak mengkaji tentang eksistensi Pengadilan 
Adat di Indonesia secara konsitusional. Persoalan yang muncul terkait 
dengan eksistensi ini adalah pengakuan negara terhadap Pengadilan Adat dan 
hubungannya dengan pengadilan negara, dalam hal ini Pengadilan Adat 
didorong berada pada lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah 
Agung.  Dengan menggunakan Pasal 24 Undang- Undang Dasar 1945 
tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 8 Undang-Undang No. Tentang 
Peradilan Umum maka Pengadilan adat memiliki peluang didorong untuk 
menjadi pengadilan khusus berada dibawah Pengadilan Umum. 
 
 
Kata Kunci : Hak Masyarakat Hukum Adat, Pengadilan Adat, 
Kekuasaan Kehakiman 
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